Menimbang

JAKSA AGUNG ‘; B

REPUBLIK INDONESIA [8/ 183/“...

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-007/A/JA/08/2017
TENTANG
PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia merupakan pengendali pélaksanaan tugas dan
wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dan
bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun;

b. bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut  setiap
pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
memiliki risiko tinggi dikarenakan bersentuhan langsung
dengan pihak yang memiliki permasalahan hukum,
sehingga perlu dilakukan tindakan pengamanan;

c. bahwa pelaksanaan pengamanan terhadap pimpinan di
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia harus
dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar sehingga
tercipta keseragaman dan kejelasan dalam
pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman
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Menetapkan

Pengamanan Pimpinan di TLingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 65); .

3. ‘Pera'turan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata KerJ:a Kejaksaan Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

* Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN
PENGAMANAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Jaksa Agung ini berisi pedoman pelaksanaan

pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia.

Pasal 2 _
Pedoman pengamanan pimpinan tercantumn dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Jaksa Agung ini.
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Pasal 3 -
Pedoman pengamanan pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi satuan kerja Kejaksaan
Republik Indonesia dalam melaksanakan pengamanan

terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia,

Pasal 4 |
Pembentukan personel pengawal khusus dalam pelaksanaan
pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun

sejak berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 5 .
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik

Indonesia.

Pasal 6
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-016/A/JA/07/2013
tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 974) masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 7
Peraturan Jaksa Agung ini mulal berlaku pada tanggal

diundangkan.

-



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan

o ' penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017

| | JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

Diuhdangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2017

!
!

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1201



Agar  setlap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan

i penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 " Ditetapkan di Jakarta
IE pada tanggal 25, Agustus 2017

JAKSA AGUNG REEU LIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR
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Agar setiap orang mengctahuinya,- memerintahkan -
pengundangan Peraturan ~ Jaksa Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

’ L Ditetapkan di Jakarta
| pada tanggal 25 Agustus 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR



L Agar seﬁap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan

' g . | penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017

3k ) ) JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

10&//'

o H. M. PRASETYO
l

Diulndangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL |

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

= BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR



1 ~ LAMPIRAN

' PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

; NOMOR™ PER-007/A/JA/08/2017

o  TENTANG

8 PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN
'KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESTA

i PEDOMAN PENGAMANAN PIMPINAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

z '. BAB I
' PENDAHULUAN

A. Latar Beiakéng

Pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan Kejaksaan pada
prinsipnya merupakan hal yang sangat penting karena setiap pimpinan
merupakan pengendali pelaksanaan tugas dan WeWEﬁang Kejaksaan yang
harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Pelaksanaan tugas
tersebut memiliki risiko tinggi karena bersentuhan langsung dengan pihak

" yang memiliki permasalahan hukum. ‘
Berdasarkan perfimbangan tersebut maka diperlukan suatu ketentuan
- sebagai pedoman atau standar pelaksanaan pen'gaimahan terhadap pimpinan
di lingkungan Kejaksaan sehingga tercipta keseragaman dan kejelasan dalam

pelaksanaanya. -

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan Pengamanan
terhadap Pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Tujuan ‘
Terjaminnya keselamatan dan keamanan Pimpinan Kejaksaan dalam

melaksanakan tugas kedinasan dan non kedinasan.

C. Ruang Lingkup ‘
Ruang lingkup pedoman pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia ini meliputi:
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pengamanan fisik;

pengamanan kantor;

pen.ga_rrilejlnan kediaman,;
pengamanan di tempat lainnya; dan

pengamanan komunikasi

Pcngarhanan adalah proses, cara, perbuatan yahg menjadikan tidak

berbahaya, melindurigi dan menyelamatkan.

Pimpinan Kejaksaan adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang

bquédudukan di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil

‘ 5 Kepalé KejakSaan Tinggi yang berkedudukan di wilayah hukum

B Kejaksaan Tinggi setempat dan Kepala Kejaksaan Negerl yang
. berkedudukan di witayah hukum Kejaksaan Negerl setempat.

3 Pengamanan Instalasi adalah pengamanan yang dilakukan di
lingkungan kantor Kejaksaan Republik Indonesia meliputi
péngamanan personel,  pengamanan  material, pengamanan
informasi/bahan keterangan/dokumen serta pengamanan kegiatan.

4. Pengamanan Fisik. adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan
tindakan dengan alat-alat fisik serta pengaturén tata cara untuk
melindungi 'objék, instalasi, personel, material, keterangan dan
kegiatan ‘[:erhadap bahaya atau ancaman yang ditimbulkan oleh

b manusia, alam atau hewan. |

t 5. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi kedinasan yang

: terjadwal atau tidak terjadwal yang diatur dan dilaksanakan oleh
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri serta
Instansi lainnya yaitu Kementerian, Lembaga Ne;gara, Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah atau institusi lainnya yang dihadiri
oleh Pimpinan Kejaksaan.

6. Acara Tidak Resmi adalah acara yang bersifat non kedinasan atau
bersifat pribadi baik terjadwal maupun tidak terjadwal yang dihadiri
oleh Pimpinan Kejaksaan. |

7. Pengawal Khusus yang selanjutnya disebut  Walsus adalah petugas

pengamanaﬁ dan pengawalan khusus yang diperuntukkan bagi

Pimpinan Kejaksaan dalam rangka miencegah seluruh ancaman,
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gangguan dan hambatan yang dimungkinkan terjadi dapat

membahayakan jiwa dan raga.

Pola Penyelamataﬁ; adalah suatu bentuk dan cara dalam usaha untuk

- ménolong dan menyelamatkan jiwa Pimpinan yang dikhawatirkan

menghadapi bahaya dalam gangguan dan ancaman.

Sarana adalah ‘segala sesuatu yang dapat. digunakan sebagai aIat

dalam mencapai maksud atau tujuan.

. Instalasi adalah tempat kediaman resmi (dinas) dan kediaman pribadi

(rumah tinggal) serta instalasi lainnya yang diguhakan dalam rangka
kegiatan Pimpinan Kejaksaan.
Bahajza adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang

berpotensi menlmbulkan cedera.

. Wira Sekuriti yang selanjutnya . disebut Wlsek adalah Pejabat

Struktural Eselon I di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang,
tugas dan tanggung jawab terhadap protokol dan pengamanan

Pimpinan.

.Ketua Tim 1 yang selanjutnya disebut Katim I adalah Pejabat

Struktural Eselon IV di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang,
tugas dan tanggung jawab terhadap protokoli dan pengamanan Jaksa

Agung.

. Ketua Tim II yang selanjutnya disebut Katirn II adalah Pejabat

Struktural Eselon [V.di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang,
tugas dan tanggung jawab terhadap protokol dan dan pengamanan

Wakil Jaksa Agung
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BABII
PENGAMANAN PIMPINAN KEJAKSAAN

‘A.; Pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
;. 1.0bjek Pengamanan

a.

Pengamanan Fisik Pimpinan
1) Fisik Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
Pengamanan Fisik Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
mencakup jiwa dan raga dari Jaksa Agung dan Wakil Jaksa
Agung dimanapun berada.
2) Keluarga Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
Keluarga Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang mendapat
pengamanan adalah : -
a) Istri Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung; dan
b) Anak kandung Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.
Pengamanan Kantor |
Merupakan pengamanan di tempat kerja Jaksa Agung dan Wakil
Jaksa Agung secara kedinasan yaitu di Kejaksaan Agung.

- Pengamanan Kediaman

Merupakan . pengamanan di tempat tinggal sehari-hari Jaksa
Agung dan Wakil Jaksa Agung baik di rumah jabatan ataupun
rumah pribadi.

Pengamanan di Tempat Lainnya

Merupakan pengamanan di tempat-tempat Jaksa Agung dan Wakil
Jaksa Agung berada.

Pengamanan Komunikasi

Merupakan pengamanan terhadap segala aktifitas komunikasi
pimpinan baik terkait dengan urusan kedinasan maupun non
kedinasan yang menggunakan perangkat telekomunikasi agar
terhindar dari upaya pemantauan dan penyadapan pthak lain.

2 Sistem Teknis Pengamanan.

a.

Pengamanan Terbuka dan Tertutup

1) sistem pengamanan terbuka dilaksanakan pada saat
pengamanan jarak dekat yang diseclenggarakan sejak mulai
tahaf; persiapan sampai selesal kegiatan Pimpinan, yang
dilakﬁkan secara terang-terangan terkecuali beberapa bidang
penugasan yang tetap dilakukan secara rahasia; dan l

2) sistem pengamanan tertutup yaitu pengamanan jarak dekat
yang diselenggarakan sejak mulai tahap persiapan sampai -
selesainya kegiatan Pimpinan dilakukan secara rahasia.
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b. Penggolongan Daerah Pengamanan

1)

2)

4)

Pengamanan Dalam Gedung

Pengamanan dalam gedung merupakan pengamanan suatu
objek atau instalasi yang arcanya bersifat tertutup yang
dibatasi oleh 'suati1 dinding atau sekat yang membatasi area
tersebut béik dalam Acara Resmi maupun Acara Tidak Resmi.
Pengamanan di Luar Gedung

Pengaﬁman di luar gedung. merupakan pengafnanan suatu
objek atau instalasi yang areanya bersifat terbuka yang tidak
dibatasi dinding atau sekat tertutup dan melibatkan khalayak
ramai (umum) baik dalam Acara Resmi maupun Acara Tidak
Resmi. | '

Pengamanan Tempat Kerja )

Pengainanan tempat kérja adalah pengamanan -di~ kantor
Kejaksaan Agung yang tanggung jawab Pengamanan
sepenuhnya diatur dan ditentukan oleh Wisek.

Pengamanan Tempat Tinggal

Pengamanan tempat tinggal (kediaman) adalah pengamanah di

rumah jabatan atau rumah pribadi yang tanggung jawab

Pengamanan sepenuhnya diatur dan ditentukan oleh Wisek.

c. ' Formasi Pengamanan

1)

Prinsip Dasar Formasi pengamanan

Formasi pengamanan selalu fleksibel bergerak mengikuti
dengan pergerakan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dan
harus menguasai sektor pengamanan 360°.

Formasi disesuaikan dengan keadaan:

a) daerah ramai/padat/macet;

b) daerah terbuka/tertutup; atau

c) rinténgan.

Pejabat yang bertanggung" jawab di bidang pengamanan dan

personel Walsus harus berada sedekat mungkin dengan Jaksa

Agung atau Wakil Jaksa Agung untuk mencegah atau
mengantisipasi . bahaya yang datang sewaktu-waktu dengan
melakukan:

a) posisi slaga pengamanarn;
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b) berpikir satu langkah ke depan bila terjadi sesuatu yang
tidak diinginkan; (fleksibilitas formasi sangat tergantung
pada situasi dan kondisi, dan harus selalu dilakukan
pergerakan sesuai formasi pengamanan)

c) selalu memperhatikan gerakan tangan dan gerakan yang
mencurigakan orang di sekitar Jaksa Agung atau Wakil
Jaksa Agung berada; dan

d) melaksanakan koordinasi serta kerja sama adalah faktor

yang sangat penting.

2) Pola Pergerakan Formasi Pengamanan Orang
Pada Prinsipnya Formasi Pengamanan Orang dapat berubah
sesual dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada.
a) Pola pengawalan dengan 1 (satu) orang atau Formasi

Tombak (F1), yaitu:

(1) pengawalan ini hanya terdiri atas 1 {satu) orang pejabat
yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau -
‘personel Walsus;

(2} harus dapat memantau 360°;

(3) posisi berada di belakang atau di depan sebelah kiri
atau kanan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung

tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan.

Gambar 1. Formasi Tombak (F1)

Keterangan Gambar 1:
" 1. Pimpinan Kejaksaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang
Pengamanan Pimpinan/personel Walsus
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b) Pola Pengawalan dengan 2.(dua) Orang.
Pengawalan ini terdiri atas 1 (satu) orang pejabat yang
bertanggung jawab di bidang pengamanan dan/atau 1
(satu) pérsonel Walsus.
(1) Formasi Dua (F2)
| Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan
dan/atau personel Walsus berada di belakang sebelah

kiri dan kanan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung

atau sebaliknya.

Do _ Gambar 2. Formasi Dua (F2)

Keterangan :
' 1. Pimpinan Kejaksaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung Jawab di
bidang Pengamanan Pimpinan
. 3 Personel Walsus

o (2) Formasi Laser (F2A) atau Netral (F2B)
| Posisi pejabat yang bertanggung jawab di bidang
Pengamanan berada di belakang dan/atau personel
Walsus berada di depan atau sebaliknya dalam posisi
diagonal atau sejajar.
Formasi ini digunakan karena pejabat yang
: ' bertanggung jawab di bidang Pengamanan dan/atau
~personel Walsus sebagai Tim pendahulu yang sudah

benar-benar menguasai rute gerakan.



(83

Gambar 3. Formasi Laser (F2A) atau Netral (F2B)

Keterangan Gambar 3:

1. Pimpinan Kejaksaan

2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang
- Pengamanan Pimpinan ‘ '

3. Personel Walsus

Pola Pengawalan dengan 3 (tiga) orang.

(1) Formasi Piramida (F3A)
Formasi ini merupakan formasi terbuka depan di mana
posisi pejabat vang bertaﬁggung jawab di bidang
pengamanan berada di belakang dan 2 (dua) orang
personel Walsus lainnya berada .di sebelah kiri dan
kanan sejajar dengan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa

Agung.
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Gambar 4. Formasi Piramida (F3A)

Keterangan Gambar 4:
1. Pimpinan Kejaksaan
2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di
bidang Pengamanan Pimpinan
~ 3. Personel Walsus
4. Personel Walsus

(2) Formasi Piramida (F3B)
| Formasi ini merupakan formasi dimana posisi 1 (satu)
pejabat yang bertanggung jawab di bidang pcngamahan
berada di depan dan 2 (dua) orang anggota Walsus

berada di belakang sebelah kiri dan kanan.
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Gambar 5. Formasi Piramida (F3B)

Keterangan Gambar 5 :

1. Pimpinan Kejaksaan

2. ‘Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang
- Pengamanan Pimpinan '

3. Personel Walsus

4.- Personel Walsus

Pola pengawalan dengan :4 (empat) orang.

Pola pengawalan 4 {empat) orang dengan Formasi Bola (F4)
terdiri atas Pejabat yang bertanggung jawab di bidang
pengamanan yang berada di dep:'m atau di belakang atau
di samping kanan atau kiri sebagai penjuru, dengan 3
(tiga) ‘orang personel Walsus yang berada menyesuaikan di

titik-titik simpul lingkaran.
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Gambar 6. Formasi Bola (F4)

Keterangan Gambar 6:

1. Pimpinan Kejaksaan

2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang
Pengamanan Pimpinan ' '

3. Personel Walsus

4. Personel Walsus

5.. Personel Walsus

Pola pengawalan dengan S (lima) orang.

Pola pen'gawalan 5 (lima). orang dengan Formasi Perisai
(FS), dimana kekuatan Pengamanan sangat Kketat
dikarenakan personel Walsus befadé pada posisi mengapit
Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dan posisi pejabat
yang bertanggung jawab di bidang pengamanan berada di
sebelah belakang atau depan samping kanan atau Kiri

menempel pada Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung.
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Gambar 7. Formasi Perisai (F5)

Keterangan Gambar 7 :

1. Pimpinan Kejaksaan

2. Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang
Pengamanan Pimpinan

Personel Walsus '

Personel Walsus

Personel Walsus

Personel Walsus

S o

Pola Pergerakan Formasi Pengawalan Kendaraan.
Pada Prinsipnya Formasi Pengawalan dengan menggunakan
Kendaraan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan serta
situasi dan kondisi yang ada.
a) Formasi Inti (R1)
Merupakan formasi biasa dimana kendaraan Jaksa Agung
atau Wakil Jaksa Agung dikawal dengan 1 (satu) kendaraan
motoris roda 2 (dua), dan dalam keadaan tertentu dapat

menggunakan kendaraan roda 4 (empat) sebagal sweeper
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dan 1 {satu) unit kendaraan roda 4 (empat) sebagai penutup

rangkaian.

' Posisi  kendaraan Walsus berada di belakang sedikit

menyamping ke kanan atau kekiri (bukan sejajar) sehingga
memudahkan dalam manuver bila terjadi pengereman dan
dapat memonitor kondisi di depann}'ra.

Posisi kendaraan -Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung

sejajar dan mengikuti pergerakan kendaraan motoris.

Gambar 8. Formasi Inti (R1)

Keterangan Gambar 8 :
1. Sweeper/Motoris Polri
2. Pimpinan Kejaksaan
3. Walsus.

b) Fofinasi Benteng (R2)

Merupékan formasi dimana kendaraan Walsus dan/atau
kendaraan motoris bertindak sebagéi perisal di samping
kanan atau kiri ketika kendaraan Jaksa Agung atau Wakil
Jaksa Agung melintas suatu pertigaan atau perempatan
dimana kondisi lalu lintas tidak berhenti maka posisi
kendaraan Walsus atau motoris berada tepat di samping

kanan atau kiri sebagai perisai dari arus lalu lintas.
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Gambar 9. Formasi Benteﬁg (R2)

Keterangan Gambar 9 :
1. Sweeper/Motoris Polri
2. Pimpinan Kejaksaan
3. Walsus.

Formasi Barakuda (R 3)

Mérupakan formasi dimana kendaraan sweeper terdiri dari
2 (dua) unit yaitu motoris dan/atau mobil. Posisi ini
dikarenakan kondisi lalu lintas yang sangat padat

sedangkan Pimpinan harus sangat segera tiba di objek.

Gambar 10. Formasi Barakuda (R3)

Keterangarn Gambar 10 :

1.
2.
3.
4,

Sweeper/Motoris Polri
Sweeper/Kawal Polri .
Pimpinan Kejaksaan
Walsus.






